
 

 

 

BUPATI SAROLANGUN 

PROVINSI JAMBI 
 

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 

NOMOR  36   TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN 

SAROLANGUN SETELAH PENYEDERHANAAN BIROKRASI 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SAROLANGUN, 
 

Menimbang   :  a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 

penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 

pemerintah melalui Penyederhanaan Struktur Organisasi 

dengan penataan Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut 

mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja 

dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang  Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sarolangun; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Republik Indonesia 

Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

 



 

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;  

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 

Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sarolangun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sarolangun Tahun 2015 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN 

SAROLANGUN SETELAH PENYEDERHANAAN BIROKRASI 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi  kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Badan Penanggulangan Bencama Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD 

adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun. 



7. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penangguiangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sarolangun secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 

8. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD. 

9. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun. 

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan 

baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa 

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah 

longsor. 

12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan 

atau lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, 

kegagalan kontruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, 

pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa 

yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah. 

13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh rnanusia, meliputi kerusuhan 

sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat 

dan teror. 

14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan jabatan pemerintahan.  

15. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh 

seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut 

dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.  

16. Jabatan Fungsional PNS yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional 

adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang 

dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau keterampilan 

tertentu secara mandiri.  

 

 



 

 

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok PNS yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.  

 

BAB II 

KEDUDUKAN  

Pasal 2  

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana. 

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berada dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

(3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris 

Daerah Kabupaten Sarolangun. 

(4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh 

Kepala Pelaksana yag berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala BPBD.   
 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas: 

a. Kepala BPBD;  

b. Unsur Pengarah; 

c. Unsur pelaksana terdiri dari: 

1. Kepala Pelaksana; 

2. Sekretariat; 

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan 

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

d. Satuan Tugas; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional.  
 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kepala BPBD 

Pasal 4 

(1) Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan , mengatur, 

membina, mengendalikan, mengkoordinir dan mempertanggung jawabkan 

kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang 

bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pemberin dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 

Unsur Pengarah 

Pasal 5 

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan 

pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, 

pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi 

yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

unsur pengarah menyelenggarakan fungsi; 

a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana 

daerah; 

b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawas dan pengendalian 

penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, 

saat tanggap darurat dan pasca bencana; 

c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi 

prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

 

 

 



 

 

Bagian Ketiga 

Kepala Pelaksana 

Pasal 6 

(1) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala pelaksana. 

(2) Kepala pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordirnasikan 

dan mengendalikan tugas di bidang penaggulangan bencana secara 

terinterigtas yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca 

bencana. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimkasud dalam ayat (2) 

Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi: 

a. Penetapan perumusan kebijakan secara dan program penanggulanggan 

bencana; 

b. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasikan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 

c. Penetapan rumusan kebijakan pegkomandoan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 

d. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan 

penaggulangan bencana; 

e. Pelaksanaan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas 

penanggulangan bencana; 

f. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / 

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana; 

dan 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 
 

    Bagian Keempat 

Sekretariat 

Pasal 7 

(1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesektetariatan yang 

meliputi pengkoordinasikan penyusunan program, pengelolaan umum, 

kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama 

penaggulangan bencana. 

 

 

 



 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Sekretariat menyelenggarakan fungsinya: 

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan; 

b. Penetapan rumusan kebijakan  koordinasi penyusunan program dan 

penyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu; 

c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan; 

d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian 

dan keuangan Badan; 

f. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan 

tugas Badan; 

g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan 

tugas Badan; 

h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan 

penyampaian bahan penaggung jawaban pelaksanaan tugas Badan; 

i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

k. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / 

instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan; dan 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahi 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
 

       Pasal 8 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian. 

(2) Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, evaluasi danmelaporkan pelaksanaan tugas 

pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan; 

 

 

 

 

 



 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan 

administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan; 

b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusikan dan pengiriman surat- surat, 

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan keaesipan; 

c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 

d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi 

dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkunagan Badan; 

e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi 

perjalanan dinas; 

f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat 

dinas; 

g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat 

h. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban 

kantor; 

i. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasikan 

peraturan perundang-undangan. 

j. Pelaksanaan pengumpilan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan 

data serta dokumentasi kepegawaian Badan; 

k. Fasilitas pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta 

disiplin pegawai di lingkungan Badan; 

l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiuan dan cuti 

pegawai di lingkungan Badan; 

m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaaan tugas; 

n. Pelaksanaan koordinasian pelayanan adminstrasi umum dengan sub 

unit kerja lain di lingkungan Badan; dan 

o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagian Kelima 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Pasal 9 

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang. 

(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, 

membina dan mengendalikan tugas di bidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan penaggulangan bencana yang meliputi 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsigaan penanganan bencana secara adil dan 

setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Bidang pencegahan dan kesiapsigaan meyelenggaraan fungsi: 

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsigaan 

peneggungulangan bencana; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsigaan 

penaggulanhan bencana; 

c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan penaggulangan bencana; 

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, 

mitigasi dan kesiapsiagaan penaggulagan bencana; 

e. Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan 

kesiapsiagaan terhadap resiko bencana; 

f. Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana 

untuk keadaan darurat bencana; 

g. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan 

memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan 

personil; 

h. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas 

pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; 

i. Pelaksanaan koordinasian / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja 

/ instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan penanggulanggan bencana; dan 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 



      

Bagian Keenam 

Bidang Kedaruratan dan logistik 

Pasal 10 

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 

(2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok 

memimpin, membina, dan mengendalikan tugas dibidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi 

penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara 

adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi: 

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan penangganan darurat, pengumpulan 

dan penyaluran uang dan barang; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan 

dan penyaluran uang dan barang; 

c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan 

dan penyaluran uang dan barang; 

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan 

darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

e. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi 

penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan 

untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan 

pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan 

akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta 

penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;  

f. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemetraan dengan unit kerja / 

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik 

penangulangan bencana; dan 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 
     

 

 

 



 

Bagian Ketujuh 

Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi 

Pasal 11 

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin seorang Kepala Bidang; 

(2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, 

membina dan mengendalikan tugas di bidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai 

dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana; 

(3) Dalam melaksankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:  

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontrstruksi pasca 

bencana; 

c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana; 

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang 

pengkoordinasian, pengkomandoan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana; 

e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik; 

f. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan 

kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana; 

g. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana 

serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana; 

h. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan 

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban; 

i. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat 

dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca 

bencana; 

j. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena 

bencana; 



k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang 

terintegrasi dalam program pembangunan daerah; 

l. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / 

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan 

rekontruksi penanggulangan bencana; dan 

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 
 

Bagian Kedelapan 

Satuan Tugas 

Pasal 12 

(1) Satuan tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana 

BPBD dalam melaksanakan kajian tanggap bencana dan dampak 

bencana. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimkasud pada ayat (1), 

Satuan tugas penyelenggaraan fungsi: 

a. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap 

penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan / kerugian; 

b. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap 

kepala Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana; 

c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan 

kerusakan sarana dan prasarana; 

d. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap 

fungsi pelayanan umum, pemerintahan dan kemampuan sumberdaya; 

e. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

h. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan 

instansi terkait dalam penanganan darurat bencana. 
 

 

BAB V 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

Pasal 13 

Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Setelah Penyederhanaan Birokrasi 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

 



 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 14 

(1) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta 

jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

(2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diisi oleh pejabat 

fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
 

BAB VII 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 15 

(1) Pada masing-masing unit kerja pada Perangkat Daerah dapat dibentuk 

sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan bidang keahlianya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibentuk Tim Kerja sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi 

Jabatan Administrator masing-masing. 

(4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas 

membantu Jabatan Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan 

dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu 

kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. 

(5) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Asisten 

Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah dan/atau Kepala Perangkat 

Daerah selaku Pejabat Penilai Kinerja.  

 

BAB VII 

TATA KERJA 

Pasal 16 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ASN dalam jabatannya 

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 

pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai 

dengan tugas pokoknya masing-masing. 



(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah dibantu oleh Kepala Unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka 

pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan 

rapat berkala. 

(3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pimpinan unit 

organisasi wajib mengawasi bawahan/tim kerjanya masing-masing dan 

apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pimpinan unit 

organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan 

bawahan/tim kerjanya masing-masing masing-masing dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan/tim kerjanya. 

(5) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pimpinan unit 

organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab 

kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan/ 

tim kerjanya masing-masing, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 

untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 

kepada bawahan/tim kerjanya. 

(7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja. 
 

 

BAB VIII 

PENGISIAN JABATAN 

Pasal 17 

(1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang merupakan 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II.a, berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku 

Kepala BPBD (ex-officio); 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang merupakan Jabatan 

Administrator / Eselon III.a, berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Pelaksana; 

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang merupakan Jabatan 

Administrator / Eselon III.b, berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Pelaksana. 

(4) Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 

merupakan Jabatan Pengawas / Eselon IV.a, berada dan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris. 
 

 



 

BAB IX 

JABATAN PERANGKAT DAERAH 

Pasal 18 

(1) Perangkat daerah diisi oleh ASN sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(2) ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan 

Administrator dan Jabatan Pengawas serta Jabatan Fungsional diangkat 

dan diberhentikan dalam jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan 

Administrator dan Jabatan Pengawas pada perangkat daerah wajib 

memenuhi persyaratan kompetensi:  

a. teknis;  

b. manajerial; dan  

c. sosial kultural.  

(4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur 

dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan 

pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.  

(5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan 

pengalaman kepemimpinan.  

(6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk 

dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan 

kebangsaan. 

(7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ASN 

yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi 

pemerintahan. 

(8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan 

pejabat Administrator yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional. 
 

 

 



 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 

Sarolangun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 
 

Pasal 21 

Peraturan Bupati Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sarolangun. 
 

Ditetapkan di Sarolangun 

pada tanggal 25 Mei 2022 
 

Pj. BUPATI SAROLANGUN, 

 
Ttd. 

 

HENRIZAL 
 

 

Diundangkan di Sarolangun 

pada tanggal  25 Mei  2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

 
Ttd. 

 
ENDANG ABDUL NASER 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022 NOMOR 36 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      Pj.  BUPATI SAROLANGUN, 

Ttd. 

 
 HENRIZAL 

KEPALA BPBD (ex-officio) 
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